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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan 
pemenuhan hak konsumen bagi konsumen asuransi yang berpotensi dirugikan 
akibat pencabutan izin perusahaan asuransi karena melakukan tindak pidana 
pencucian uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara 
melakukan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh dari studi kepustakaan dan memanfaatkan teknologi internet. Data 
sekunder berupa bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang sampai dengan 
Peraturan OJK sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahan hukum sekunder 
berupa teori hukum, pendapat para ahli, hasil penelitian, dan bahan hukum tersier 
berupa Kamus. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan 
perundang-undangan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia 
belum sepenuhnya dapat melindungi pemegang polis yang berpotensi dirugikan 
akibat pencabutan izin perusahaan asuransi karena melakukan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. Hal ini disebabkan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur bagaimana perusahaan asuransi 
yang dicabut izin perusahaannya karena melakukan tindak pidana pencucian uang 
bertanggungjawab terhadap kerugian pemegang polis. Setelah merangkum 
beberapa dasar hukum dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda-
beda serta dengan pengimplementasian doktrin hukum mengenai Strict liability dan 
Vicarious liability perusahaan asuransi tidak dapat lepas dari tanggungjawabnya 
terhadap kerugian pemegang polis. 
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ABSTRACT 

LEGAL PROTECTION FOR POLICY HOLDERS WHO HAVE THE 
POTENTIAL TO BE HARMED BY THE REVOKING OF THE INSURANCE 
COMPANY'S LICENSE DUE TO COMMITTING THE CRIMINAL ACT OF 

MONEY LAUNDERING 
 
Edgardo Williamson 
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The purpose of this study is to determine how the protection and fulfillment of 
consumer rights for insurance consumers who are potentially harmed due to the 
revocation of insurance company licenses for committing money laundering 
according to the laws and regulations in force in Indonesia. This study is a 
normative legal study, which is conducted by conducting library research. The data 
used are secondary data obtained from library studies and utilizing internet 
technology. Secondary data in the form of primary legal materials, namely related 
laws and regulations ranging from the Constitution, Laws to OJK Regulations in 
accordance with the hierarchy of laws and regulations as regulated in The Act 
Number 12 Year 2011, secondary legal materials in the form of legal theories, 
expert opinions, research results, and tertiary legal materials in the form of 
Dictionaries. The data obtained were analyzed qualitatively with a legislative 
approach. 
The results of the study indicate that the laws and regulations in Indonesia have not 
been able to fully protect policyholders who are potentially harmed due to the 
revocation of insurance company licenses for committing Money Laundering. This 
is because the results of the study indicate that there are no regulations that 
specifically regulate how insurance companies whose licenses are revoked for 
committing money laundering are responsible for policyholder losses. After 
summarizing several legal bases from several different laws and regulations and 
with the implementation of the legal doctrine regarding Strict liability and 
Vicarious liability, insurance companies cannot escape their responsibility for 
policyholder losses. 
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